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PUSHAMI: Ahok Menabuh Genderang Perang
dengan Umat Islam!

iR

JAKARTA (Panjimas.com) — Pernyataan Ahok yang menghina Al-Qur'an dalam kapasitasnya sebagal
Gubernur DKI jakarta, telah menyakiti Umat Islam.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PUSHAMI), Mohammad Hariadi
Nasution S.H., MH, CLA

Video Ahok saat menghadiri acara pertemuan Gubernur DKI Jakarta dengan Warga Pulau seribu yang
dipublikasikan pada tanggal 28 september 2016 oleh akun chanel Youtube Pemprov DKI Jakarta tidak
hanya merupakan tindak pidana penistaan agama sebagaimana pasal 156 A KUHP Jo Pasal 4 UU No 1 PNPS
1965 , namun sudah melanggar HAM dan UUD 1945, yang dapat berimbas pada terganggunya ketertiban
umum dan stabilitas NKRL



“Dalam UUD 1045 pasal 28] (2) dan Undang Undang HAM pasal 70 Dalam menjalankan hak dan

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang
dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan
unfuk memenuhi tuntutan yang adil sesual dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban

umum dalam masyarakat yang demokratis, " kata Hariadi kepada Panjimas com, Kamis (6/10/2016).
I mengungkapkan, sebagai pejabat negara apabila ingin mengeluarkan statement yang berkaitan

dengan kepercayaan orang lain, harus mempertimbangkan nilai-nilal agama yang dianut oleh mayoritas
masyarakat Indonesia.

“Dengan menyatakan bahwasanya surat Al-Maldah ayat 51 itu bohang felah menyakiti umat Islam dan
menista Al-Quran yang suci,” tegas pria yang akrab disapa Ombat ini.

"Sikap tersebut menunjukdan bahwa Ahok adalah orang yang intoleran dan fasls, yang dapat
mengancam keufuhan NKRI. Terlebih lagi penghinaan ini dilaulan Aok yang bukan seorang Muslim.
Ifu sama saja menabuh genderang perang dengan Umat slam,” sambungnya.

Ahok, tidak hanya menghina Umat Islam Indonesia namun menghina Umat Islam seluruh duna.
Sehingga permohonan maaf pun tidak bisa menyelesalkan permasalahan ini.

“Untuk itu, kami mendesak pihak kepolisian sebagal penegak hulkum segera mengambil tindakan hukum
atas tindakan penistaan agama yang dil kukan oleh Ahok agar stabilitas NKRI dan Ketertiban umum
dapat terjaga,” tandasnya.

Menindaklanjuti pernyataan tersebut, PUSHAMI akan sepera melakukan upaya hukum dengan
melaporkan Ahok ke Mabes POLRI, Komnas HAM dan Bawaslu. [AW)



Pemuda Sulawesi Tengah Minta Polri Penjarakan
Ahok

PALU, (Panjimas.com) - Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Muslim Sulawesi Tengah
menggelar aksi demonstrasi di Markas Polda Sulteng, di Palu, Minggu, menuntut Polri menindaklanjuti
pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok

Organisasi yang tergabung dalam aliansi, yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pemuda
Muhammadiyah (IPM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Lembaga Dakwah Kampus (LDK), Kesatuan
Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Unit Pengkajian Islam
Mahasiswa Untad. Demikian dilansir antara Senin, (10/10).

Massa yang berjalan kaki dari Taman GOR Palu menuju Mapolda Sulteng, tidak henti-hentinya
meneriakkan “Penjarakan Ahok”. Mereka juga menilai pemyataan Ahok telah menistakan ajaran agama
Islam yang menimbulkan kemarahan umat Islam di Tanah Air.



Koordinator lapangan Aliansi Pemuda Muslim Sulteng Syahrawan mendesak Polr mengusut tuntas
laporan berbagal ormas terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok yang telah melukal perasaan umat
Islam.

Selain itu, pthaknya mendesak Polri bertindak tegas dan serius menangani perkara ini, mengingat umat
Islam sedang terbakar hatinya oleh pernyataan Ahok, agar kestabilan di Tanah Air tetap terjaga.

Ustaz Hartono, Fimpinan Ponpes Hidayatullah Palu, fkut bergabung dalam aksi dan didaulat
menyampaikan orasl.

“Kami turun ke jalan karena panggilan alkidah, bukan karena bayaran dari pihak berkepentingan dalam
Pilkada Jakarta. Ahok telah menistakan agama Islam dengan mengatakan isi Alquran sebuah
kebohongan," kata Hartono disambut takbir peserta alsi.

Hartono menambahkan, jika Ahok tidak diproses secara hukum, maka akan menimbulkan reaks yang
lebih besar dari umat Islam.

“Kami ikhlas umat Islam yang dituduh teroris untuk diproses hulum, tapi kenapa merela yang
melecehlan Islam tidak diproses secara hukum pula. Jangan heran jika umat Islam marah karena hukum
tidakadil," katanya lagl

Sebelum meninggalkan Mapolda Sulteng, perwakilan massa aksi, yakni Ustaz Hartono, Muh, Fery (Ketua
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah), Andi Akbar (Tim Pernbela Muslim), Harun Nyak [tam Abu

(TPM), Syahrawan (Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), dan Imam Sudirman (Ketua HMI Cabang
Palu) melaporkan Ahok kepada penyidik Polda Sulteng dalam kasus penistaan agama. [RN]



HAMI Siapkan 20 Pengacara Bela Buni Yani dan
Gugat Balik
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can Ahok, DPD HAMI DKI Jal
Pengacaranya untuk membela akademisi Buni Yani yang dilaporkan Kelompok relawan Kotak Adja

(Komunitas Muda Ahok Djarot) ke Polda Metro t dengan

JAKARTA, (Panjimas.com) — Selain melapork arta juga sudah menyiapkan 20

ya dengan tuduhan memprovokasi masyar

memposting potongan dari video asli pernyataan Ahok terkait Al-Maldah ayat 51. Kedatangan ke Polda
juga sekaligus melaporkan balik Kelompok Relawan Kotak Adja atas pencemaran nama baik Buni Yani

rima kuasa untuk menda Ampingl dan membela hak

hukum Pak Buni Yani. Kami akan lawan oknum-oknum yang coba-coba membungkan kebenaran dan

kebebasan berpendapat,” tegas Aldwin. Ahad, (10/10)

Menurut Aldwin, pelaporan Buni Yani adalah stategi kuno untuk menakuti-nakuti masyarakat agar tidak

lagi mempersoalkan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.

“Kalau Buni Yani diperiksa, maka Ahok juga wajib diperiksa. Karena obyek utama persoalan ini adal

sus ini sampai ke pengadilan.

perkataan Ahok yang diduga kuat menistakan agama. Kami berhar::p

Karena yang menentukan Ahok menista agama atau tidak bukan dia apalagi pendukungnya, tetapi

»

an,” pungkas Aldwin, [RN]




Kapolri Larang Aksi 2 Desember, PUSHAMI:
Pemerintah tak Adil dan Langgar Konstitusi!
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INDONESIA ISLAMIC HUMAN RIGHT COMMISION

PUSHAMI

PUSAT HAK ASASI MUSLIM INDONESIA



JAKARTA, (Panjimas.com) - Ketua Badan Pengurus Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PusHAMI),
Ombat Nasution menyatakan perbuatan menghalangi unjuk rasa (demo) merupakan pelanggaran
konstitust. Bahkan dalam Undang-undang nomor g tahumgo8 pasal 18 mengatur tentang kemerdelaan
menyampaikan pendapat di mula umum.

Ombat menilal pernyataan Kapolri, Jendral Tito Kamavian yang tidak mengijinkan bahkan akan
membubarkan aksi yang akan digelar 2 Desember mendatang adalah sebuah pelanggaran konstitusi,

“Kalau misal ini dilarang, ini justru melanggar konstitusi. Itu hak warga negara, kontrol dan filter negara
itu ada di masyarakat" tegas Ombat saat ditelepon Panjimas, Senin (21/11/2016).

Menurut Ombat, Aksi 2 Desemnber sebagai bentuk kekecewaan masyarakat akan ketidakadilan yang
terjadi atas kasus penistaan agama oleh Ahok. Masyarakat hanya ingin menuntut pada pemerintah dan
aparat, untuk ditegakdan hukum yang adil.

“Pemerintah yang tidak adil dan tidak menempatkan porsinya, masyarakat memandang ini ada sesuatu.
Harusnya pemerintah juga merespon masyarakat” ujamya.

Ombat menegaskan aksi umat Islam 2 Desember sebagal bentuk permohonan umat Islam kepada Allah
untuk meminta pemimpin yang adil. Namun tanggapan Kapolri saat ini justru membuka mata
masyarakat seperti apa sifat pemimpin kita saat ini.

"Tadi kita mohon kepada Allah minta pemimpin kita adil. Tapi ini ditanggepin seperti itu, kalau mereka
bersikap seperti itu berarti mereka tidak peka" tandasnya. [SY]



GNPF MUI: Al Maidah 51 Sudah Jadi Masalah
Internasional




2. Eramuslim.com

Pelanggaran Hukum Ahok Adalah Menyebut Al Quran Alat
Pembodohan

Feadiais] — Salsms, 1 Saiar 1432 H /1 Nosaminer 2016 14243 WIB

Eramuslim.com —
Gubernur DKI Jakarta (non
aktif), Basuki Tjahaja
Purnama alias Ahok, layak
dipidana penjara dalam
kasus dugaan penistaan
agama yang dilakukannya
saat berdialog dengan
warga di Kepulauan
Seribu pada akhir
September lalu.

Demikian disampaikan juru bicara Front Pembela Islam (FPI),

Munarman, dalam acara diskusi bertajuk "Membedah Kasus Ahok:

Apakah Penistaan Agama? di Hotel Ambara, Jakarta Selatan,

Selasa {1/11).

“Ucapan secrang Ahok yang mengatakan ‘dibochongi pakai Surat
Al Maidah', kalau diperhatikan apa yang diucapkan Ahok itu

BERITA TERKAIT

Panas! Polisi S3ambangi Rumah
Waka Muhammadiyah Jateng,
Cegah lkut Aksi 4 Mov

Mbak Rachma Kaget Habib
Rizieq Pernah Kulizh di
Universitas Bung Karno

Fit Gubsernwer DEI Temukan 12
Proyek Bermasalsh Kerjzan
Ahok

Anton Medan Sesumbar Akan
Herahkan Massanya Pukul
Mundur Aksi Demo 4 Now
ILUMI-UI Pastikan lkut Twrun
ke Jalan Pads Aksi 4
Nowember

sudah bisa disebut penistaan agama bisa dipidana penjara,” ujarnya.

Dijabarkan Munarman bahwa kata “dibohongi pakai surat Al Maidah™ memiliki makna bahwa Al

Curan merupakan instrumen pembodohan.

Menurutnya, apa yang diucapkan Ahok itu mengandung makna pencdaan agama dan memicu
permusuhan antar umat agama di Indonesia.

“Dibohongi Al Maidah, kata-kata dibohongi atau pakai Al Maidah substansinya sama, dalam

konteks ini pencdaan. Al Quran disebut sebagai satu alat yang bisa digunakan untuk

membohongi. Ini pelanggaran hukumnya Ahok,” sambungnya.

“Siapa pun berhak melapofkan. bahkan tanpa laporan pun aparat hukum wajib melakukan

penyidikan dan penyelidikan,” tegas Munarman.{ts'rmaol)



Jokowi dan Kapolri Diingatkan, Ahok Sudah Pantas

Dipenjarakan
v]=]=]+ B0

Eramuslim.com — Aparat
Kepolisian harus segera
memberikan kejelasan
terkait penanganan proses
hukum dugaan penistaan

agama cleh Gubernur K]
Jakarts non-sktif, Basuki

Tjahaja Furnama.

Begitu dikatakan Kepala Bidang Politik dan Hukum Pimpinan
Pusat Himpunan Mahasiswa Persis, Lutfi Anwar Muchtadi, dalam
surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Rabu malam (2/11).

“Jangan sampai ketidakjelasan jawaban dan ketidaktegasan
Bapak Jenderal Tito Karnavian dalam kasus ini memuncakkan
kemarahan kaum muslimin yang kecewa dengan sikap dan kinerja
Bapak yang seclah-clah ada intervensi dari pihak lain,”
sambungnya.

Perbuatan Ahok, lanjut Lutfi, sudah jelas masuk dalam kasus
pidana yang terters di U KUHPF 158 a sebagai bentuk pencdaan

Foatisior] — Mamils, 5 Sadar 1435 H /3 Nosamiper 2016 05750 WIS
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7.500 Muslim Palembang
Bergerak ke Jakarts Dikaws|
Paolisi

Pelzwsk Homeng: Ahok
Dipidana, Jakarta Bakal Adem
Lagi

Beni Pramula: Pemuds &
Mzhasizwa, Saatnya
Singsingkan Lengan Baju, Usir
MNekaolim!

FB-HMI Instruksikan Seluruh
adermya Turun ke Jalan pada
4 Mowvember

Beredar Kabar, Dus Tokoh
Kunci di Belakang Ahok
Memintanya Munduwr dari
Filkzds

terhadap agama, sama seperti Arswendo yang dihukum & tahun penjara dan Rusgiani dipenjara

14 bulan karena melecehkan agama.

“Tidak ada alasan lagi untuk menangguhkan kasus Ahok ini, semua umat muslim sudah tahu

bahwa Ahok sudah pantas untuk dipenjarakan,” kata dia.

Presiden Joko Widodo dan Jenderal Tito, lanjut Lutfi, seharusnya bisa lebih bijak dalam

menyikapi keresahan masyarakat dalam kasus penocdaan Ahok.

“Bapak Presiden Joko Widodo (juga) jangan hanya diam saja melihat hukum yang tidak

ditegakkan. Jangan sampai Megara Indonesia menjadi negara hukum yang tunduk pada

kekuatan politic dan kekuatan penguasa,” demikian Lufti.(ts'rmal)



Din Syamsuddin: Aneh, Ahok Yang Salah kok Buni Yani
yang Mau Jadi Tersangka?
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Feaasics] — Bommils, 10 Safar 1435 H /10 Mowemioar 2016 1200 WilE

Eramuslim.com — Mantan
Ketua Umum Pimpinan
Pusat Muhammadiyah Din
Syamsuddin angkat bicara
terkait kasus dugaan
penistzan agama yang
dilakukan oleh gubernur
nonaktif DK Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama [Ahok).
Din Syamsuddin

mempertanyakan kepada aparat penegak hukum karena kasus

yang melukai perasaan umat Muslim itu kini justru beralih ke Buni

“fani, secrang dosen yang dituding menjadi pengunggah video
Ahok saat berpidate di Kepulauan Seribu pada akhir September.

Din Syamsuddin berpendapat aparat terkesan mengalihkan

perhatian karena yang diperdebatkan adalah penggunaan kata

‘pakai’ atau tidak ada kata "pekai’, padahal menurutnya hal itu

BERITA TERKAIT

SBP: Masalah Bukan Ahok
Semats, Tapi Soal Cina Yang
Jajah Indonesial

Ahmad Dhani: Kalau Media
Jujur, Habib Rizieq Adalsh Man
Of The “ear 2016

Prodem: Polri Jangan Pemah
Lupa Sejarahnya Sendiri

Kasus Gafatar dan Lady Gaga,
Paolisi Selalu Merujuk ke MUI,
Kenapa Soal Ahok Enggak?
Keperngok Temani Djarot
Kampanye, Walikota Jakbar
Harus Dipecat!

memiliki makna yang sama. 5i Pengunggah (Buni Yani) kata Din Syamsuddin justru menjadi

fokus penanganan hukumnya.

“Luar bigsa hukum negeri kita ini, yang salah itu Ahok, kok malah Buni ¥ani yang mau jadi
tersangka,” terang Din Syamsuddin, Rabu (311/2018).

Pria yang saat ini menjabat sebagai ketua pertimbangan Majelis Ulama Indonesia itu

menjelaskan, kasus Ahcok itu jelas-jelas melukai perasaan umat Muslim di Indonesia. Jadi ini

bukan hanya urusan secrang Buni Yani oleh karena itu ada banyak umat yang melakukan unjuk

rasa.

“¥a kalau ada umat Islam tidak merasa ya mungkin perassannya hilang, jelas yang dirasakan,

maka kemarin mereka unjuk rasa,” ungkap Din.

Sebelumnya, Ahok dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama. Ahok
diduga telah melakukan penistaan agama dengan mengutip Surah Al Maidah Ayat 51 ketika
berkunjung ke Kepulauan Seribu pada akhir September lalu.{hj/oclzn)



Paska Aksi 212 Rumah Pemenangan Ahok Sepi Peminat
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Eramuslim.com — Rumah Lembang mulai kehilangan pesonanys.
Kini, jumlah wargs yang dstang ke Rumah Pemenangsan Basuki
T Purnama-Djarot Ssiful Hidayat itu perlahan berkurang.

Berdssarkan pantauan JawaPos.com pada hari ini, Senin (5/12),
wargs yang datang ke Rumah Lembang tsk lebih dari seratus
orang.

Padahal sebelumnys, sast posko yang berlokasi di Jalan
Lembang Nomer 25, Menteng, Jakarta Pusat itu pertama kali
dibuka, masyarakat berbondong-bondong datang.

Ratusan bahkan ribuan massa selalu mewarnai sktivitas
keseharian di Rumah Lembang. Namun seksrang, jumlah wargsa
yang dstang tak seperti sedis kala.

Belum diketahui spa yang menyebsabkan Pesko pemenangan
Ahok-Djarot itu mulsi sepi. Didugsa, kasus dugssn penistaan
sgama Islam dan sksi-sksi besar belakangan sgsk berpengsruh
pads kesukasn warga pada pasangan nomor urut dus itu.

Menurut anggots Tim Pemenangan Ahck-Djsrot Bidang

Regaks! — Salass, 7 Rabksl Awwal 1438 H / 6 Desamper 2016 0500 Wis
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Di Inggris, Gunakan Ponsel
Saat Berkendara Diancam
Hukuman Penjara Seumur
Hidup

John Kerry: Tidsk Akan Ada
Perdamaian Di Timur Tengsh
Tanps Akhin Konflik Palestins-
Zionis |srael

Walla: Diam-Diam Zionis |srasl
Adakan Perjanjian Kerjasama
Rshasia Mengenai Surizh
Dengan Rusia

Der Spigel: Cegah Arus Pencarni
Suzka, Jerman Berencana
Dirikan Kamp Pangungsi Di
Tunisia

Rezim Syiah Assad Ultimatum
Mujzhidin Aleppo: Pergi Atau
Kalian Syahid

Kampanye dan
Sosialisasi, Guntur
Romli, aksi 212
kemarin sedikit
berpengaruh pada
elektabilitas petahans
ke depannya.

“Mereks mau dengsan
massa sebagai tekanan
terhadap proses
hukum. Ini bentuk Igin
dari intervensi, dan

mau gagalkan Ahok-Djarct dalam Pilkada DKI dengan isu Al-Maidsh,” kilahnya. {ts/jppn)




Media Australia Soroti Kasus Penistaan Agama: Ahok
Tidak Punya Filter Dalam Berbicara

BEOBEEER = Fasimios] — i, 48 Mumamam 1432 H/ 19 Disober 2016 1200 WIS
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B agama Basuki Tjahaja Irena Handono: Petisi Bubarkan
Jakaris grvemor Ahok kvestigaced over alleged lslam Purnams bermunculan di MM Makar Terhadap Alim
insls ax elections loom ) . . Ulama
Y- media-media Australia.

amcmn - . Setidaknys, berita-berita  Waszpadai Operasi Intzlijzn

= = e | orknit Guibamur DK Kondisikan Pilkada Jakarts
Jakarts Basuli Tjshsjs Fusth

Purnama {Ahok) sudah mulai bermunculan sejak Selasa (18/10) Ehem! Ahok Bala Sumbangan

pagi. Komputer FT Sampoemna ke
KPUD DKl

Dugaan penghinaan terhadap Islam oleh Ahok, banysk dijadikan
judul sejumlah media Austrlia, seperti Brisbane Times dan
Sidney Morning Herald. Bahkan, mereka menulis kalau Ahok,
merupakan orang yang tidak pernah memiliki filter saat berbicara.

Jumat Lusa, Muslim Surabaya
dan Malang Bergerak Tuntut
Penista Cur'an Dipenjara

Gubernur Lukas Enembs
Banyak media yang langsung memaparkan sejarah omongan Bantsh Beri Fernyataan
yang kerap menuai kontroversi, selama menjabat sebagai Singgung Fillkada DKI 2017
Gubernur maupun Wakil Gubernur DKI Jakarta. Omongan yang
dikutip di antaranya terkait larangan penjualan bir, penggusuran dan perikaian dengan partai

politi.

Mereka sendiri sebenarnya cukup memuji elektabkilitas dan popularitas yang dimiliki Ahok,
namun kerap menuai kontroversi melalui emongannya. Terakhir, omeongannya yang menuding
ayat Al-guran digunakan untuk berbohong, seakan menjadi puncak kemarahan umat Islam.

Sebelumnya, media-media di Turki ikut memberitakan kasus dugaan penistaan agama
Gubernur Jakarta, termasuk soal Basuki Tjahaja Purnama untuk segera diperiksa. Sebagian
besar media, baik Turki maupun Australia, tertarik melihat ribuan massa yang melakukan sksi
unjuk rasa. (tsrol)



Kapan Ahok Diberhentikan?

f [ w]=]=]+ B Fosriais] — Rasiou, 15 Fasiiul Awwesl 1438 H / 14 Desaminer 2018 14:30 WIS
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Ahok sudah resmi menjadi

terdakwa setelah sidang Siangnya ‘Mangis’, Malamnya
Ciinner di Hotel Mewah

kasus penistaan agama
dimulai, kemarin. Aleppo Merintih, Jokowi Malsh
Pertanyaanya, kapan Bersinggah ke Iran

Kemendagri akan Politikus Golkar: Tangisan ahok,
memberhentikan Ahok dari jabatan gubernur Jakarta® Antara Mentzl Inlander dan

Kejiwaan Menyimpang
Menjawab pertanyaan ini, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri,

Sumarsono memastikan pihaknya belum memberhentikan pria Foto Ahok Dirangkul: Camers,

bernama lengkap Basuki Tjahja Purnama itu. "Belum Astian. ..

{diberhentikan sementara),” ujar Sumarsocno kepada Rakyat Reuters: Aleppo Telah Jatuh

Merdeks semalam. Seluruhnya ke Pasukan
Gabungan Syish-Komunis

Alasannya, kata Sumarscno, karena pihaknya belum Ruziz

mendapatkan surat resmi dari Pengadilan Megeri Jakarta Ltara
yang menyatakan Ahok sebagai terdakwa. Menurutnya, secara administrasi surat itu diperlukan
sebagai landasan hukum penegakan UU. "Belum sampai (suratnya),” tambahnya.

Sesuai amanat UU Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), tepatnya pasal
83, setiap kepala daerah yang menjadi terdakwa dan menjalani persidangan akan diberhentikan
sementara dari jabatannya.

Pads ayat 1 pasal ini disebutkan, "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan
sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana
terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang
dapat memecah belah Megara Kesatuan Republik Indonesia.”

Melanjutkan keterangan, kata Sumarsono, jika surat keterangan terdakwa sudah diterima
Kemendagri, surat ini akan diteruskan ke Presiden Jokowi untuk dikeluarkan Peraturan Presiden
{Perpres).

Setelah Perpres turun, katanya, barulah Kemendagri menerbitean surat pemberhentian
sementara Ahck sebagai Gubernur Jakarta. "Siapapun juga, ketika surat pengadilan (penetapan
terdakwa) itu sampai, kita akan proses semuanya,” pungkasnya. (yirmal)



